RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

RUMAH SUSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang  : a.
bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis; 

c. bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, terutama di daerah permukiman perkotaan yang padat penduduknya dengan luas tanah terbatas, dilakukan dengan meningkatkan daya-guna dan hasil-guna tanah melalui pengembangan perumahan secara vertikal, berupa rumah susun dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, budaya masyarakat, dan kepentingan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 

d. bahwa pembangunan rumah susun dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan perkembangan perumahan dan permukiman, menata perumahan dan permukiman kumuh perkotaan, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, yang sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan serta pemanfaatan rumah susun yang tidak hanya berfungsi sebagai hunian, sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Rumah Susun;
Mengingat : 1.  
Pasal 20, Pasal 28C ayat 1, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor… Tahun… tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…Nomor…, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor…);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SUSUN.
 BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal ataupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dengan atau tanpa tanah bersama.

2. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

3. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan. 

4. Bagian bersama adalah bagian bangunan rumah susun yang tidak terpisah, yang dimiliki atau tidak dimiliki secara bersama untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan sarusun.
5. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian bangunan rumah susun, yang dimiliki atau tidak dimiliki secara bersama untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan rumah susun.

6. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan pembangunannya mendapatkan kemudahan dan bantuan pemerintah.

7. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan oleh negara atau swasta untuk memenuhi kebutuhan sosial.

8. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki dan dikelola negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. 
9. Rumah susun dinas adalah rumah susun negara yang dimiliki negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri beserta keluarganya.
10. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan dapat diperjualbelikan sesuai dengan mekanisme pasar.

11. Nilai perbandingan proporsional yang selanjutnya disingkat NPP, adalah angka yang menunjukan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atau kewajiban atas bagian bersama, benda bersama, dan/atau tanah bersama, yang dihitung berdasarkan luas satuan rumah susun yang bersangkutan terhadap total luas lantai bangunan, atau berdasarkan perbandingan nilai harga jual satuan rumah susun terhadap nilai investasi pembangunan rumah susun.

12. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah  adalah masyarakat yang tidak mampu menjangkau harga rumah susun umum.
13. Pelaku pembangunan rumah susun selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah badan hukum yang bergerak di bidang pembangunan rumah susun.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

15. Badan hukum adalah badan yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

16. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
17. Pemilik adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki sarusun
18. Penghuni adalah orang yang menempati sarusun baik sebagai pemilik atau bukan pemilik.
19. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
20. Perhimpunan pemilik satuan rumah susun, yang selanjutnya disebut PPSRS, adalah suatu badan hukum yang anggotanya terdiri dari para pemilik sarusun.
21. Badan Pengatur Rumah Susun, yang selanjutnya disebut dengan BPRS, adalah badan yang memiliki kewenangan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan atas rumah susun yang dibentuk oleh, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
22. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

24. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perumahan dan permukiman.
BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
Pasal 2

Penyelenggaraan rumah rusun berasaskan pada:

a. kesejahteraan;

b. keadilan dan pemerataan;

c. efisiensi dan kemanfaatan;

d. keterjangkauan dan kemudahan; 

e. kemandirian dan kebersamaan; 

f. kemitraan; 

g. keserasian dan keseimbangan; 
h. keterpaduan; dan
i. kelestarian dan keberlanjutan.
Pasal 3

Penyelenggaraan rumah susun bertujuan:

a. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; 

b. meningkatkan pemanfaatan ruang dan tanah di daerah perkotaan dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c. mengendalikan dampak perkembangan perumahan dan permukiman serta mengarahkan pengembangan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;

d. memenuhi kebutuhan lain yang berguna bagi kehidupan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak khususnya bagi masyarakat  berpenghasilan rendah;

e. mengarahkan pertumbuhan penduduk perkotaan untuk mewujudkan keseimbangan pemenuhan tempat tinggal terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

f. memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun; dan
g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan rumah susun. 
Pasal 4

(1) Lingkup pengaturan Undang-Undang ini meliputi perencanaan, pembangunan, pemilikan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian rumah susun.
(2) Perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
BAB III

PEMBINAAN
Pasal 5

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 6

(1) Pemerintah melakukan pembinaan penyelenggaraan rumah susun secara nasional untuk memenuhi tertib penyelenggaraan rumah susun. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : 

a. koordinasi penyelenggaraan rumah susun;

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria;

c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
d. pendidikan dan pelatihan;

e. penelitian dan pengembangan;

f. pengembangan sistem dan layanan informasi dan komunikasi; 

g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pemangku kepentingan; dan
h. pengerahan kekuatan pemangku kepentingan rumah susun. 
(3) Pemerintah melakukan pembinaan rumah susun kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

(4) Pembinaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan:

a. mendorong pembangunan rumah susun untuk memanfaatkan teknik dan teknologi, bahan bangunan, jasa konstruksi rekayasa, dan rancang bangun yang tepat guna, serta mempertimbangkan kearifan lokal dan keserasian lingkungan;
b. mendorong pembangunan rumah susun yang mampu menggerakkan industri perumahan nasional, dan mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk teknologi tahan gempa; dan 
c. mendorong terwujud dan dilestarikannya nilai-nilai wawasan nusantara atau budaya nasional dalam pembangunan rumah susun.
Pasal 7

Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya oleh:

a. Menteri pada tingkat nasional;

b. gubernur pada tingkat provinsi; dan 

c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERENCANAAN
Pasal 9

(1) Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi:

a. penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun;

b. penetapan zonasi pembangunan rumah susun;

c. penetapan lokasi pembangunan rumah susun; dan 

d. pengadaan tanah bagi pembangunan rumah susun.

(2) Perencanaan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. jumlah dan kepadatan  penduduk;

b. kepadatan bangunan;

c. rencana rinci tata ruang;

d. layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;

e. layanan transportasi;

f. alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun; 

g. konsep hunian berimbang; dan

h. analisis potensi kebutuhan rumah susun.
Pasal 10

(1) Perencanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

(2) Perencanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
(3) Perencanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun disusun di  tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11

(1) Perencanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun tingkat nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun di daerah provinsi.

(2) Perencanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun di daerah kabupaten/kota.

BAB V

PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12
(1) Pembangunan rumah susun ditentukan jenisnya berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan yang meliputi:

a. rumah susun umum;

b. rumah susun khusus; 

c. rumah susun negara;

d. rumah susun dinas; dan 

e. rumah susun komersial.
(2) Pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Pasal 13
(1) Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana disebut pada Pasal 12 ayat (1) huruf e, dapat dilaksanakan oleh setiap orang.

(2) Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarusun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah sarusun komersial yang dibangun. 
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan sarusun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
(1) Pembangunan rumah susun dilakukan di atas tanah:

a. Hak Milik;

b. Hak Guna Bangunan;

c. Hak Pakai; 

d. Hak Pengelolaan; atau

e. Hak Sewa.
(2) Pembangunan rumah susun di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui peralihan hak dan/atau konsolidasi tanah.

(3) Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan di atas tanah yang dikuasai dengan hak pengelolaan, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan. 
Pasal 15
(1) Pembangunan rumah susun di atas tanah hak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, harus dilakukan dengan perjanjian sewa secara tertulis.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta otentik oleh notaris.

(3) Tanah hak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tanah milik negara; 
b. tanah milik daerah; atau

c. tanah milik perorangan.

(4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. hak dan kewajiban penyewa dan pemilik tanah; 
b. jangka waktu sewa paling singkat 1 (satu) kali umur teknis bangunan rumah susun; dan 
c. akibat-akibat hukum dari perjanjian sewa terhadap rumah susun. 
(5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar penerbitan sertifikat sewa tanah untuk bangunan rumah susun.

(6) Ketentuan mengenai sewa tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16
(1) Sertifikat sewa tanah untuk bangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) merupakan dasar diterbitkannya sertifikat hak milik sarusun tanpa tanah bersama.
(2) Sertifikat hak milik sarusun tanpa tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi teknis yang menangani bidang rumah susun pada pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Pasal 17
(1) Rumah susun yang dibangun beserta tanahnya dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal rumah susun yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak pengelolaan, dapat dibebani hak tanggungan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan.

(3) Bangunan rumah susun yang berdiri di atas tanah berdasarkan perjanjian sewa dan mendapatkan sertifikat Hak Sewa Tanah untuk Bangunan dapat dijadikan jaminan utang. 

Bagian Kedua

Persyaratan Pembangunan 

Pasal 18
(1) Dalam membangun rumah susun, pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas sarusun dan bagian bersama, benda bersama, dengan atau tanpa tanah bersama. 
(2) Benda bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian bersama jika dibangun sebagai bagian bangunan rumah susun.
(3) Pemisahan rumah susun atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan  uraian. 
(4) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk menetapkan NPP, sertifikat hak kepemilikan sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli. 
(5) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dibuat setelah rumah susun selesai dibangun.

(6) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupati/walikota.
(7) Pengesahan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) harus melampirkan gambar dan uraian.
(8) Ketentuan mengenai gambar dan uraian, NPP, sertifikat hak kepemilikan atas sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
Bagian Ketiga

Persyaratan Administratif

Pasal 19
Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi persyaratan administratif, meliputi:
a. status hak atas tanah;

b. status kepemilikan bangunan rumah susun; dan 
c. izin mendirikan bangunan.

Pasal 20
(1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya.
(2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pembangunan harus melampirkan:

a. sertifikat hak atas tanah; 

b. surat izin penunjukan penggunaan tanah/izin lokasi; 

c. rencana tapak; 

d. gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun; 

e. gambar rencana struktur beserta perhitungannya; 

f. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; 

g. gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya; dan 

h. perjanjian penggunaan tanah secara sewa di atas tanah milik negara/daerah atau tanah milik perorangan, dalam hal rumah susun dibangun tanpa tanah bersama.
Pasal 21
(1) Dalam hal terjadi perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pelaku pembangunan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk mendapat izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus mengajukan usulan perubahan dengan melampirkan:
a. rencana tapak; 

b. gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun; 

c. gambar rencana struktur beserta perhitungannya; 

d. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; dan
e. gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya. 

(3) Pengajuan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibebani biaya tambahan, kecuali hanya untuk perubahan yang diajukan.
Pasal 22
(1) Dalam hal terjadi perubahan struktur bangunan dan instalasi, pelaku pembangunan wajib meminta izin dan pengesahan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan pemberian perizinan serta pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur masing-masing oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah.

Pasal 23
(1)
Pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar bangunan disesuaikan dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah.  
(2)
Ketentuan mengenai koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat pembatasan ketinggian bangunan yang berhubungan dengan:

a.
ketentuan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan; dan/atau 

b. kearifan lokal.

Bagian Keempat

Persyaratan Teknis
Pasal 24
Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis,  meliputi:

a. lokasi;

b. tata bangunan dan keandalan bangunan;
c. kelengkapan bangunan rumah susun; dan
d. ukuran standar dan jumlah ruangan yang layak.
Pasal 25
Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan lokasi, meliputi:

a. kesesuaian dengan peruntukan dan keserasian lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang; dan
b. berfungsinya dengan baik daya dukung dan daya tampung prasarana dan sarana kota.
Pasal 26
Dalam hal pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara di daerah yang rencana tata ruangnya belum mengatur peruntukan lokasi rumah susun, gubernur atau bupati/walikota dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dapat menetapkan lokasi pembangunan rumah susun.

Pasal 27
Pembangunan rumah susun, harus memenuhi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28
(1) Dalam melaksanakan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan sekurang-kurangnya wajib memenuhi kelengkapan rumah susun dengan: 

a. jaringan air bersih; 

b. jaringan listrik; 

c. jaringan gas;

d. saluran pembuangan air hujan; 

e. jaringan dan instalansi pengolahan air limbah; 
f.   saluran dan/atau tempat pembuangan sampah; 

g. tempat pemasangan jaringan telepon dan komunikasi; 

h. lift untuk rumah susun di atas 5 (lima) lantai; 

i.   pintu dan tangga darurat; 

j.   tempat jemuran; 

k. alat/sistem pemadam kebakaran;

l.   penangkal petir; 

m. alat/sistem alarm; 

n. pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu; 

o. generator listrik disediakan untuk rumah susun yang menggunakan lift; dan 

p. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia. 

(2) Pelaku pembangunan wajib menempatkan dan melindungi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjamin fungsinya sebagai bagian bersama dan mudah dikelola.  

(3) Ketentuan mengenai kelengkapan rumah susun diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29
Pelaku pembangunan harus membangun bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, lift, selasar, yang mempunyai ukuran yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Pelaku pembangunan harus membangun benda bersama yang mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, dan kapasitas yang memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan keserasian lingkungan guna menjamin keamanan dan kenikmatan para penghuni rumah susun.
(2) Persyaratan mengenai dimensi, lokasi, kualitas, dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 31
(1) Pelaku pembangunan harus membangun sarusun yang memenuhi persyaratan;

a. ukuran standar dan jumlah ruangan yang layak;

b. persyaratan keselamatan bangunan;

c. 
kecukupan luas bangunan; dan 
d. kesehatan penghuni. 

(2) Ketentuan mengenai ukuran standar yang layak dan persyaratan rumah susun diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Persyaratan Ekologis
Pasal 32
(1) Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan ekologis.
(2) Pembangunan rumah susun dilakukan dengan mengutamakan bahan bangunan produksi dalam negeri yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 33
Pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan dan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam

Izin Laik Fungsi
Pasal 34
(1) Pelaku pembangunan rumah susun wajib mengajukan permohonan izin laik fungsi setelah menyelesaikan pembangunan rumah susun, dengan menyerahkan gambar-gambar dan ketentuan teknis yang terperinci. 

(2) Pemerintah Daerah memberikan izin laik fungsi setelah diadakan pemeriksaan terhadap rumah susun yang telah selesai dibangun berdasarkan persyaratan dan ketentuan perizinan yang telah diterbitkan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan laik fungsi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Rumah Susun
Pasal 35
(1) Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari; 
b. pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; dan 
c. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaan jalan tersebut.
Pasal 36
Prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedelapan

Pembangunan Oleh Badan Hukum Asing
Pasal 37
(1) Pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembangunan rumah susun oleh badan hukum asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Pemasaran Rumah Susun
Pasal 38
(1) Pelaku pembangunan rumah susun dapat melakukan pemasaran sebelum atau sesudah pembangunan rumah susun.

(2) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memenuhi: 

a. kepastian peruntukan ruang;

b. kepastian hak atas tanah;

c. kepastian status penguasaan rumah susun; dan
d. memiliki perizinan pembangunan rumah susun.
(3) Dalam hal pemasaran dilakukan sesudah pembangunan rumah susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki:

a. denah letak rumah susun;

b. Izin Mendirikan Bangunan;
c. sertifikat laik fungsi; dan
d. sertifikat hak milik sarusun.
(4) Dalam hal pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui media promosi, segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran, mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli bagi para pihak.
BAB VI

PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Penguasaan Sarusun
Pasal 39
(1) Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun umum hanya dapat dilakukan dengan cara dimiliki.

(2) Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun khusus dan dinas dapat dilakukan dengan cara dipakai dan/atau disewa. 

(3) Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun negara hanya dapat dilakukan dengan cara disewa.

(4) Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun komersial dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa.

(5) Penguasaan terhadap sarusun dengan cara sewa atau pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan perjanjian otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
(1) Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama dengan atau tanpa tanah bersama.

(2) Hak atas bagian bersama, benda bersama dengan atau tanpa tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas luas atau nilai sarusun pada waktu sarusun diperoleh pemilik pertama kali.

Pasal 41
(1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun diterbitkan sertifikat hak kepemilikan atas sarusun dengan tanah bersama atau sertifikat hak kepemilikan atas sarusun tanpa tanah bersama.

(2) Sertifikat hak kepemilikan atas sarusun dengan tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama menurut peraturan perundang-undangan;

b. gambar denah yang menunjukkan sarusun yang dimiliki; 

c. pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; dan

d. nilai perolehan pertama sarusun.

(3) Sertifikat hak kepemilikan atas sarusun tanpa tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah yang disewa;

b. gambar denah yang menunjukan sarusun yang dimiliki; 

c. pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama dan benda bersama; dan
d. pencantuman perjanjian sewa otentik dengan nama dan tanggal akta perjanjian.
(4) Penerbitan sertifikat hak kepemilikan atas sarusun dengan tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan kantor pertanahan kabupaten/kota.

(5) Penerbitan sertifikat hak kepemilikan atas sarusun tanpa tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 42
(1) Dalam hal sertifikat hak milik sarusun tanpa tanah bersama akan dijadikan jaminan hutang secara fidusia, maka sertifikat hak milik sarusun tanpa tanah bersama harus didaftarkan ke kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2) Ketentuan mengenai proses penerbitan sertifikat hak milik sarusun tanpa tanah bersama diatur dangan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43
Ketentuan mengenai penguasaan dan penghunian rumah susun yang dikuasai negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Rumah Susun

Pasal 44
(1) Pemanfaatan rumah susun digunakan sesuai dengan fungsi:

a. hunian; 

b. non hunian; atau 

c. campuran antara hunian dan non hunian. 

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau terpadu sebagai kesatuan sistem pembangunan perumahan dan permukiman.
Pasal 45
(1) Perubahan fungsi yang diakibatkan karena perubahan tata ruang menjadi dasar untuk mengganti sejumlah rumah susun yang dialihfungsikan.

(2) Pihak yang melakukan perubahan fungsi rumah susun wajib mengganti rumah susun dan menjamin hak kepemilikan sarusun.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Sarusun
Pasal 46
Setiap orang yang menempati, menghuni, atau memiliki sarusun wajib  memanfaatkan  sarusun sesuai dengan fungsinya. 
Pasal 47
(1) Setiap orang dapat menyewa sarusun. 

(2) Penyewaan sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak orang perseorangan atas sarusun dan pemanfaatan terhadap bagian-bersama.
Pasal 48
(1) Sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari pemerintah hanya dapat dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah.
(2) Setiap orang yang memiliki sarusun umum untuk hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menyewakan dan/atau mengalihkan penghuniannya kepada pihak lain.

(3) Larangan pengalihan penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:

a. pewarisan;

b. setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak perikatan kepemilikan rumah; atau

c. pindah tempat tinggal.

(4) Penghunian oleh bukan pemilik setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui perjanjian tertulis yang diketahui oleh PPSRS.

(5) Jika penghuni meninggalkan satuan rumah susun umum secara terus-menerus dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka pemilik bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban operasional dan pemeliharaan satuan rumah susun. 

(6) Jika pemilik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepemilikan satuan rumah susun diambil alih oleh BPRS dengan memberikan penggantian.
Pasal 49
Ketentuan mengenai kriteria, tata cara, dan mekanisme pemberian kemudahan kepemilikan sarusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 50
(1) Rumah susun dinas hanya dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau hunian sebagai penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

(2) Rumah susun dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihuni selama yang bersangkutan menjabat atau menjalankan tugas kedinasan.

(3) Ketentuan mengenai penghunian rumah susun dinas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51
(1) Sarusun pada rumah susun negara dapat disewa secara orang perseorangan atau kelompok, yang diperoleh dengan kemudahan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Besarnya biaya sewa sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan berpedoman pada kebijakan penyewaan sarusun yang diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Ketentuan mengenai penyewaan sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun dinas kepada badan hukum di bidang pembangunan perumahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Penguasaan oleh Orang Asing
Pasal 53
(1) Orang asing atau badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sarusun di atas tanah hak pakai atau sarusun tanpa tanah bersama.
(2) Orang asing atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang asing atau badan hukum asing yang kedudukannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

(3) Kepemilikan sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembelian tunai atau kredit melalui bank asing yang berkedudukan di Indonesia. 

(4) Sarusun yang dimiliki oleh badan hukum asing dapat dijual dan/atau disewakan kepada orang asing. 

(5) Penjualan dan/atau penyewaan sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui BPRS.

(6) Ketentuan mengenai pemilikan,  penghunian, dan pengalihan  sarusun untuk orang asing atau badan hukum asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
Pasal 54
Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional yang berupa pengaturan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana, sarana, utilitas umum serta pemeliharaan dan perbaikan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 55
(1) Pengelolaan rumah susun dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia. 
(2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftar dan mendapatkan  izin usaha dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 56
(1) Orang perseorangan dan badan hukum penyedia rumah susun khusus, rumah susun dinas, dan rumah susun negara yang dihuni atau disewakan wajib mengelola prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan rumah susun, serta wajib mengelola tertib hunian dan lingkungannya. 
(2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang perseorangan dan badan hukum dapat bekerja sama dengan pengelola.
Pasal 57
(1) Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun umum dan komersial dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPSRS, wajib mengelola rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

(2) Pelaku pembangunan dalam pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pengelola. 

(3) Besarnya biaya pengelolaan rumah susun pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh pelaku pembangunan dan pemilik sarusun berdasarkan NPP masing-masing sarusun.

Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas rumah susun, serta bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SUSUN
Pasal 59
(1) Peningkatan kualitas rumah susun yang tidak laik fungsi, rusak sebagian atau keseluruhan, dan sudah mencapai umur teknis bangunan, wajib dilakukan melalui perbaikan, pemugaran, dan peremajaan.
(2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta bagian bersama dan benda bersama.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk tim untuk menangani dampak peningkatan kualitas rumah susun terhadap permukiman sekitarnya.

Pasal 60
(1) Pemrakarsa peningkatan kualitas rumah susun dilakukan: 
a. pemilik sarusun melalui PPSRS untuk rumah susun umum dan rumah susun komersial;
b. pemilik, atau Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk rumah susun khusus; dan
c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk rumah susun dinas dan rumah susun negara. 

(2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pelaku pembangunan rumah susun.
Pasal 61
Pemrakarsa peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), wajib: 

a. memberitahukan adanya rencana tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun;

b. memberi kesempatan penghuni rumah susun untuk ikut serta memutuskan rencana pelaksanaan termasuk pembiayaannya; dan
c. membantu penghuni mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak huni.
Pasal 62
Perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1), merupakan kegiatan untuk mengembalikan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas umum serta bagian bersama dan benda bersama yang mengalami kerusakan.                                                                               

Pasal 63
Pemugaran rumah susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1),  merupakan kegiatan perbaikan dan/atau mengembalikan kondisi  rumah susun dan lingkungannya menjadi seperti keadaan semula. 
Pasal 64
(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) merupakan kegiatan pembongkaran dan pembangunan kembali rumah susun dengan memperhatikan kualitas, pelayanan, dan kondisi lingkungan rumah susun yang lebih baik dan hak tinggal yang lebih terjamin.

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menambah jumlah unit rumah susun dan fungsi lain, tanpa mengurangi hak kepemilikan sarusun sebelumnya.

Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara peningkatan kualitas rumah susun diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 66
Pengawasan dalam penyelenggaraan rumah susun meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67
(1) Pengendalian rumah susun meliputi:

a. tahap perencanaan;
b. tahap pembangunan; dan 

c. tahap pemanfaatan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui:

a. pengawasan;

b. penertiban; dan 

c. perizinan. 
Pasal  68
(1) Pengendalian rumah susun pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

a. izin mendirikan bangunan; dan
b. bukti penguasaan atas tanah.
(2) Pengendalian rumah susun pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan dengan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan izin mendirikan bangunan. 

(3) Pengendalian rumah susun pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

a. izin laik fungsi;

b. bukti penguasaan atas sarusun; dan

c. kesesuaian fungsi sarusun.

(4) Izin laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setelah melalui penelitian.

(5) Izin laik fungsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari dokumen yang wajib dilengkapi oleh pelaku pembangunan rumah susun pada waktu penyerahan sarusun untuk dijual atau disewakan.

Pasal 69
(1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan dan penilaian secara berkala untuk menjamin kesehatan, keamanan, dan keselamatan penghuni atas penyelenggaraan rumah susun serta mengumumkan hasil pemeriksaan dan penilaiannya kepada publik.
(2) Ketentuan mengenai pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu

Badan Pengatur Rumah Susun
Pasal 70

(1) BPRS melaksanakan sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan rumah susun.

(2) BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

(3) BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

(4) BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
a. perencanaan rumah susun yang mencakup persiapan pembangunan rumah susun;

b. pengusahaan rumah susun yang mencakup persiapan pengusahaan rumah susun, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitasi pengadaan tanah serta penjaminan terhadap pembelian sarusun umum;

c. pengaturan rumah susun yang mencakup pemberian rekomendasi penjaminan atas pembelian sarusun;

d. pengawasan rumah susun yang mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan rumah susun dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan rumah susun; dan

e. pengendalian rumah susun yang mencakup sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bagi pelaku pembangunan rumah susun serta kepemilikan sarusun oleh orang asing.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPRS diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Kedua
Perhimpunan Pemilik Satuan Rumah Susun
Pasal 71
(1) Pemilik sarusun wajib membentuk PPSRS. 

(2) PPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dengan surat keputusan gubernur atau bupati/walikota. 

(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar mengurus status badan hukum.

(4) PPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni yang bersangkutan dengan pemilikan dan penghuniannya.

(5) Untuk mengurus kepentingan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap pemilik sarusun paling banyak memiliki 1 (satu) hak suara yang sah atas setiap pengambilan keputusan.
(6) PPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk atau menunjuk pengelola.

(7) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi, pengawasan terhadap penggunaan bagian-bersama, benda-bersama, tanah-bersama, dan pemeliharaan serta perbaikannya.

(8) Ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan rumah susun oleh PPSRS diatur dengan  Peraturan Menteri.

Pasal 72
(1) Untuk tertib administrasi kependudukan, PPSRS  yang telah dibentuk dan dikukuhkan segera mengoordinasikan status kependudukan penghuni di wilayah kerjanya dengan pemangku kepentingan kependudukan terkait. 

(2) Untuk kepentingan administrasi pertanahan, PPSRS yang telah dibentuk dan dikukuhkan segera melaporkan status tanah bersama, benda bersama dan bagian bersama kepada kantor pertanahan dan/atau satuan kerja pemerintah daerah terkait perumahan dan permukiman di kabupaten/kota setempat.

BAB XI

TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu

Pemerintah

Pasal 73
(1) Dalam penyelenggaraan rumah susun, Pemerintah bertugas:

a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun tingkat nasional;

b. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyinkronisasikan  pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional;

c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah susun laik fungsi;

d. membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam bidang rumah susun pada tingkat nasional; 

e. mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat nasional; 

f. menyusun dan menyediakan basis data rumah susun;
g. mengalokasikan dana pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 
h. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
i. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah susun dan pengembangan lingkungan perumahan susun sebagai bagian dari permukiman; dan

j. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
(2)
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Pemerintah berwenang: 

a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional dalam bentuk kebijakan dan strategi nasional rumah susun; dan
b. menetapkan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria.
Pasal 74
(1) Tugas dan kewenangan di bidang rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya. 

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 75
(1) Dalam penyelenggaraan rumah susun pemerintah daerah provinsi bertugas:

a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam pembangunan serta pengembangan rumah susun lintas kabupaten/kota;

b. memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun lintas kabupaten/kota; 

c. mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam bidang rumah susun lintas kabupaten/kota; 

d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan rumah susun;

e. menyusun dan menyediakan basis data rumah susun;

f. mengoordinasikan pencadangan/penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;

g. mengalokasikan dana pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan

h. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(2)
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   pemerintah daerah provinsi berwenang:

a. menetapkan kebijakan, strategi, dan program di bidang rumah susun;
b. melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
c. membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 76
(1) Pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang rumah susun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 77
(1) Dalam penyelenggaraan rumah susun, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
a. membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota.

b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan serta pengembangan rumah susun pada skala kabupaten/kota; 
c. memfasilitasi, mengoordinasikan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan rumah susun, dengan memperhatikan skala provinsi dan skala nasional;
d.  pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam bidang rumah susun pada skala kabupaten/kota; 
e. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan serta strategi dan program pada skala kabupaten/kota; 
f.  menyusun dan menyediakan basis data rumah susun;

g. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
h. mencadangkan/menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
i. mengalokasikan dana pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
j. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang: 

a. menetapkan kebijakan, strategi dan program kabupaten/kota di bidang rumah susun dalam bentuk rencana pembangunan dan pengembangan rumah susun daerah  kabupaten/kota; dan
b. melaksanakan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh provinsi.
Pasal 78
(1) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman penyelenggaraan pembangunan rumah susun dan petunjuk pelaksanaannya.
(2) Dalam rangka pembangunan rumah susun pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan standar pelayanan minimal bidang rumah susun.
(3) Pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati/walikota.
Pasal 79
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menginventarisasi, mencatat, dan memetakan tanah, prasarana,  sarana, utilitas umum dan bangunan yang menjadi  bagian dari rumah susun.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap tanah, prasarana, sarana, dan utilitas umum dan bangunan yang menjadi bagian dari rumah susun.

Pasal 80
Pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban memfasilitasi dan memberikan  dukungan atas  pemeliharaan dan  pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta bangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh dan atas prakarsa  masyarakat sendiri.
Bagian Keempat
Bantuan dan Kemudahan

Pasal 81
Pemerintah memberikan bantuan dan kemudahan dalam rangka pembangunan, penghunian, dan pemilikan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pasal 82
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan berupa jaminan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus.

(2) Kemudahan berupa jaminan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah peruntukan tanah yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

(3) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biayanya dibebankan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk badan layanan umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku pembangunan yang membangun rumah susun umum dan rumah susun khusus, serta bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
(2) Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. penyediaan tanah untuk rumah susun;
b. sertifikasi tanah;
c. perizinan;
d. fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah;
e. insentif  perpajakan; dan
f. bantuan penyediaan sebagian prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(3) Insentif yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kredit kepemilikan sarusun dengan suku bunga rendah; 
b. keringanan biaya sewa sarusun; dan
c. asuransi dan penjaminan kredit pemilikan rumah susun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif bagi pelaku pembangunan rumah susun dan masyarakat berpenghasilan rendah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Hak
Pasal 84
(1) Setiap orang mempunyai hak untuk menghuni sarusun yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis.

(2) Dalam pembangunan rumah susun, setiap orang, masyarakat, dan organisasi nirlaba berhak dan dapat:

a. memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan  kebijakan dan strategi rumah susun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
b. mengawasi ketaatan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan strategi, kebijakan, dan pembangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
c. mengelola informasi, melakukan penelitian dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi rumah susun, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
d. mengawasi penegakkan hukum yang terkait dengan bidang rumah susun, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
(3) Ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap orang, masyarakat, dan organisasi nirlaba diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 85
Dalam pembangunan rumah susun, setiap orang dapat:

a. memberi masukan dan usulan dalam penyusunan  kebijakan dan strategi rumah susun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

b. turut serta membantu mengelola informasi, melakukan penelitian dan mengembangkan pengetahunan dan teknologi rumah susun, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
c. membuat prakarasa dan mengupayakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dengan pemerintah dan/atau masyarakat dalam kegiatan usaha di bidang rumah susun.
Bagian Kedua

Kewajiban
Pasal 86
Setiap orang wajib menaati dan mendukung pelaksanaan strategi, kebijakan, dan pembangunan rumah susun yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87
Setiap orang dalam memenuhi haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 wajib menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang rumah susun.

BAB XIII

PEMBIAYAAN 
Pasal 88
(1)  Pembiayaan rumah susun bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan belanja daerah; 

c. lembaga pembiayaan; dan/atau
d. sumber-sumber pembiayaan lainnya.

 (2)
Sumber pembiayaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas rumah susun.

Pasal 89
Pembiayaan rumah susun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) huruf a dan Pasal 88 ayat (1)  huruf b, digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun dinas.

Pasal 90
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga pembiayaan, dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya wajib melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan rumah susun sebagai bagian dari sistem pembiayaan perumahan dan permukiman secara menyeluruh dan terpadu.

(2) Ketentuan mengenai sistem pembiayaan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman. 
BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 91
(1) Penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penyusunan rencana pembangunan rumah susun;
b. pelaksanaan pembangunan rumah susun;
c. pemanfaatan rumah susun;
d. pemeliharaan dan perbaikan rumah susun;
e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan rumah susun; dan/atau

f.   membentuk lembaga dan/atau forum pengembangan masyarakat di bidang rumah susun.

(3) Pembentukan lembaga dan/atau forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pembentukan lembaga dan/atau forum dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

LARANGAN 

Pasal 92
(1) Setiap orang dilarang membangun rumah susun di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi rumah susun.
(2) Setiap orang dilarang membangun rumah susun di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

Pasal 93
(1) Setiap orang dilarang mengubah peruntukan lahan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan pembangunan rumah susun.
(2) Setiap orang yang memanfaatkan rumah susun, dilarang mengubah fungsi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

(3)
Larangan perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang.

Pasal 94
Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

Pasal 95
Setiap orang dilarang menghalang-halangi kegiatan peningkatan kualitas rumah susun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 
Pasal 96
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan rumah susun dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.

(2) Larangan mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal adanya penyesuaian fungsi sesuai dengan rencana tata ruang. 
BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 97
(1) Setiap orang, badan usaha, pejabat pemerintah yang menyelenggarakan pembangunan rumah susun tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 61 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 98
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; 

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; 

d. penghentian sementara atau  tetap pada pengelolaan rumah susun; 

e. pembekuan izin mendirikan bangunan; 
f. pembekuan izin usaha;
g. denda administratif;
h. pencabutan izin memberikan bangunan; 
i. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah susun; 

j. perintah pembongkaran bangunan rumah susun; ; atau 
k. pencabutan izin usaha. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, tata cara, dan besaran denda administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XVII

KETENTUAN PIDANA
Pasal 99
Setiap orang yang menempati, menghuni, atau memiliki sarusun yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
Pasal 100
Setiap orang yang dengan sengaja membangun rumah susun di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 101
(1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun rumah susun di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 102
(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan lahan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban memulihkan peruntukan lahan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan pembangunan rumah susun.
Pasal 103
(1) Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi setiap orang yang menerima izin.

Pasal 104
Setiap orang yang menghalang-halangi kegiatan peningkatan kualitas rumah susun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 105
(1) Setiap orang yang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat, maka pidananya dapat ditambah sepertiga dari maksimum pidananya. 

Pasal 106
(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 105 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; atau

b.  pencabutan status badan hukum.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107
Peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 108
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 109
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada  tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
PENJELASAN 

ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

RUMAH SUSUN

I. UMUM 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H mengamanatkan bahwa ‘bertempat tinggal dalam lingkungan yang sehat’ merupakan hak dasar warga negara. Maka memenuhi dan menjamin hak akan tempat tinggal yang layak, yang berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai bentuk hak asasi manusia, dan jati diri untuk membangun peradaban menjadi tanggung jawab negara. 
Sesungguhnya, salah satu tujuan dibentuknya negara adalah untuk memenuhi kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Tujuan ini tercermin dalam tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Hal ini merupakan  salah satu usaha untuk mengisi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan akan perumahan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara Indonesia dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di samping itu, pembangunan perumahan merupakan salah satu unsur yang penting dalam strategi pengembangan wilayah, yang menyangkut aspek-aspek yang luas di bidang kependudukan, dan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial dalam rangka pemantapan ketahanan nasional.
Dengan demikian, pemenuhan akan perumahan merupakan masalah nasional, yang dampaknya akan sangat dirasakan di seluruh wilayah tanah air, terutama pembangunan rumah susun di daerah pekotaan yang berkembang pesat. Sehingga, pembangunan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat perlu ditangani secara mendasar, menyeluruh, terarah, dan terpadu, oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan keikutsertaan secara aktif usaha swasta dan swadaya masyarakat. 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun lebih bernuansa pengaturan kepemilikan dan kepenghunian atas rumah susun. Rumusan yang ada tampak kurang memperhatikan kebijakan pembangunan rumah susun pada skala nasional yang sangat dipengaruhi oleh luas wilayah nusantara yang sebagian besar terancam oleh bahaya kebencanaan dan juga demikian heterogen, baik kondisi geografis, demografis, budaya, gaya, dan tatanan hidupnya.
Dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada, baik yang mencakup perubahan paradigma karena adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun tuntutan para pemangku kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya yang terbatas seperti tanah. Disamping itu, perkembangan agenda global seperti, perubahan iklim, pengaruh globalisasi, budaya dan kehidupan masyarakat pada era baru ini, termasuk perkembangan ekonomi dan keuangan serta dinamika  masyarakat, swasta dan organisasi nirlaba, menjadikan undang-undang tersebut tak mampu lagi merespons dan menjadi pedoman dalam pengaturan rumah susun pada era baru ini. 
Di daerah pekotaan yang berpenduduk padat dengan ketersediaan tanah yang sangat terbatas, perlu dikembangkan pembangunan perumahan dan pemukiman dalam bentuk rumah susun yang lengkap, seimbang, dan serasi dengan lingkungan dan kawasannya. Pembangunan rumah susun tersebut diharapkan mampu menjadi pengungkit pembangunan wilayah perkotaan yang sekaligus menjadi solusi peningkatan kualitas permukiman. 
Tuntutan otonomi menghendaki pembangunan rumah susun untuk menerapkan pola pembangunan dilaksanakan secara desentralisasi. Hal tersebut sejalan dengan karateristik persoalan rumah susun yang memang khas kontekstual, serta kondisi pengembangan potensi kemampuan masyarakat di dalam merespon persoalan di bidang rumah susun yang semakin memadai, disamping sangat sesuai dengan tuntutan kebijakan pembangunan nasional dan perundang-undangan yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.
Undang-Undang ini menciptakan secara tegas dasar hukum tidak hanya untuk mengelola tempat bermukim, tetapi juga kebijakan penyelenggaraan rumah susun, yang dimaksudkan agar dapat mewujudkan suatu kebulatan aturan yang tidak terpencar-pencar dalam berbagai peraturan, karena materi yang melandasi pengaturan ini berupa rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. 
Dengan berdasarkan pada asas kesejahteraan umum; keadilan dan pemerataan; nasionalitas; efisiensi dan kemanfaatan; keterjangkauan dan kemudahan;  kemandirian dan kebersamaan; kemitraan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; kelestarian dan keberlanjutan, maka tujuan pembangunan rumah susun yang dilatarbelakangi maksud pembangunan perumahan umum adalah mengacu pada tujuan nasional pembangunan perumahan rakyat, yaitu terpenuhinya kebutuhan perumahan untuk seluruh rakyat atau setiap keluarga untuk bertempat tinggal di hunian rumah susun yang layak.
Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang pembangunan rumah susun serta melakukan koordinasi dengan instansi lain baik di pusat maupun daerah. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan rumah susun di daerah masing-masing.
Disamping itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pembangunan rumah susun. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari APBN yang memadai untuk Pemerintah dan APBD yang memadai untuk Pemerintah Daerah. Dari sisi pembiayaan, diperlukan lembaga-lembaga pendukung pembangunan rumah susun seperti lembaga penyedia dana murah, fasilitas likuiditas oleh pemerintah, lembaga pengelola bank tanah, pengelola tabungan perumahan, lembaga keuangan non-bank. Dari sisi pelayanan dan pengelolaan diperlukan lembaga pengelola rumah susun (estate and building management), lembaga layanan informasi, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Pengaturan atas bagian bangunan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang mengandung hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang memberikan landasan bagi sistem pembangunan, serta mewajibkan kepada penyelenggara pembangunan untuk melakukan pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun dengan pembuatan akta pemisahan dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Atas dasar pemisahan yang dilakukan dengan akta dengan melampirkan gambar, uraian dan pertelaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan didaftarkan sebagaimana disyaratkan, memberikan kedudukan sebagai benda tak bergerak yang dapat menjadi obyek pemilikan ("real property"). Sedangkan dalam segi lain, yang memberikan landasan bagi sistem pemilikan, ditunjukkan bahwa hak milik atas satuan rumah susun, dalam kedudukannya sebagai hak kebendaan, meliputi hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah, termasuk juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
   Satuan rumah susun dapat berada di bawah permukaan tanah sebagai kesatuan rumah susun yang berdiri di atas permukaan tanah, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya rumah susun yang seluruhnya berada di bawah permukaan tanah. Selain itu, fungsi rumah susun tidak hanya sebagai hunian tetapi juga sebagai non-hunian serta campuran antara hunian dan non-hunian.
Dengan penjelasan secara umum di atas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Sebagaimana dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan serta pemanfaatan rumah susun yang tidak hanya berfungsi sebagai hunian, namun sebagai non-hunian serta campuran antara hunian dan non-hunian. Selain itu, pemerintah memberi kemudahan kepemilikan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui mekanisme pembiayaan.

Dengan demikian, Undang-Undang ini secara substansial melengkapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang meliputi antara lain: 

1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, terutama di daerah permukiman perkotaan yang padat penduduknya dengan luas tanah terbatas, dilakukan dengan meningkatkan daya-guna dan hasil-guna tanah melalui pengembangan perumahan secara vertikal, berupa rumah susun dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, budaya masyarakat, dan kepentingan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
2. Pembangunan rumah susun dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan perkembangan perumahan dan permukiman, menata perumahan dan permukiman kumuh perkotaan, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, yang sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketenteraman, serta ketertiban para penghuni dan pihak lainnya, maka sebelum rumah susun tersebut dipergunakan, harus memenuhi persyaratan berupa Izin Layak Huni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Kedudukan perhimpunan penghuni dalam rumah susun sebagai badan hukum sangat penting dan berkewajiban untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni, yang bersangkutan dengan pemilikan, pengelolaan, dan penghuniannya. Tanpa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pengaturan yang baik, dengan pelaksanaan yang efektif dan konsekuen dari sistem penghuniannya, pembangunan rumah susun akan merupakan kegagalan dalam menciptakan tempat pemukiman dengan kepadatan tinggi. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sistem penghuniannya diatur secara terperinci.
5. Pengelolaan terhadap hak bersama yang tidak dapat dimiliki secara perseorangan, berupa bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, dilakukan oleh perhimpunan penghuni, dan dibiayai oleh para penghuni atau pemilik satuan rumah susun secara proporsional. Hak bersama tersebut perlu dijamin kelestariannya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Untuk melaksanakan sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan rumah susun maka dibentuk Badan Pengelola Rumah Susun (BPRS) yang bertugas merencanakan, mengusahakan, mengatur, serta mengawasi dan mengendalikan pengelolaan rumah susun.
7. Untuk menegakkan Undang-Undang ini, diberikan sanksi yang tegas baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

II.  PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah  agar hasil pembangunan dibidang rumah susun dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. 

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan kemanfaatan” adalah penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya lahan, teknologi bangunan, dan industri bahan bangunan  untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 


Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah hasil pembangunan di bidang rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim yang kondusif dari pemerintah dan setiap warga negara Indonesia serta keluarganya dalam memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan.


Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan atas rumah susun,  sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerjasama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya di bidang rumah susun. 


Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.


Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah  penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang,  keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta menerapkan persyaratan pengendalian dampak penting terhadap lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan rumah susun dengan memperhatikan keterpaduan kebijakan antar instansi dan sektor  terkait.  
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah penyediaan rumah susun dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Pasal 3 
Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah susun yang layak huni dan terjangkau” adalah bangunan rumah susun yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan luas bangunan serta kesehatan penghuninya, dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 

Yang dimaksud dengan “lingkungan yang sehat, aman, serasi, terpadu, terarah, terencana, dan berkelanjutan” adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan tata ruang, penggunaan tanah, pemilikan hak atas rumah dan tanah, dan kemudahan prasarana serta sarana lingkungan serta memenuhi syarat baku lingkungan. 

Huruf b 

Cukup jelas.
Huruf c 

Cukup jelas.
Huruf d 

Cukup jelas.
Huruf e 

Cukup jelas.
Huruf f 

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas. 

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan teknik dan teknologi bahan bangunan, serta rancang bangun adalah mengutamakan pemanfaatan teknologi tepat guna dengan desain yang mengindahkan budaya dan kearifan lokal, penggunaan bahan dari wilayah setempat atau Indonesia terutama yang lebih murah harganya.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Pembangunan rumah susun mengacu rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan zonasinya. Pembangunan rumah susun diharapkan dapat meningkatkan kualitas permukiman yang semula kumuh menjadi lebih baik.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Layanan transportasi berorientasi pada pengembangan transportasi dalam rangka memajukan kawasan perumahan (transit oriented development).
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan.

Hak pakai atas tanah negara untuk pembangunan rumah susun akan diberikan dengan jangka waktu yang cukup lama menurut keperluannya. Jangka waktu tersebut atas permintaan para pemilik satuan-satuan rumah susun yang bersangkutan dapat diperpanjang.

Hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada badan-badan hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3) 

Tanah milik negara atau tanah milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara atau daerah dapat dimanfaatkan dengan cara sewa untuk pembangunan rumah susun.
Ayat (4)

Huruf a


Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “satu kali umur teknis bangunan” adalah umur layanan diatas 20 (dua puluh) tahun.
Huruf c 


Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Ayat (1)

Pemisahan satuan dilakukan untuk memberikan kejelasan atas:

a. batas satuan yang dapat dipergunakan secara terpisah untuk orang-perorangan;

b. batas dan uraian atas bagian-bersama dan benda-bersama yang menjadi haknya masing-masing sarusun; dan

c. batas dan uraian tanah-bersama dan besarnya bagian yang menjadi haknya masing-masing satuan dalam hal kepemilikan sarusun dengan tanah bersama.

Yang dimaksud ”bagian bersama” antara lain pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran-saluran, pipa, jaringan-jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi.

Yang dimaksud ”benda bersama” antara lain ruang pertemuan, tanaman, bangunan pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat parkir yang sifatnya terpisah atau menyatu dengan struktur bangunan rumah susun.
Ayat (2) 

Cukup jelas.
Ayat (3) 

Gambar dibuat secara jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak.

Ayat (4) 

Cukup jelas.
Ayat (5) 

Cukup jelas.
Ayat (6) 

Cukup jelas.
Ayat (7) 

Cukup jelas.
Ayat (8) 
Cukup jelas.
Pasal 19
Persyaratan administratif yang dimaksudkan antara lain mengenai perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, izin lokasi dan/atau peruntukannya, serta perizinan mendirikan bangunan (IMB). 

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d


Perencanaan perancangan dan desain pembangunan rumah susun antara lain berisi rencana tapak beserta desain bangunan yang terdiri dari denah, dan potongan yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koefisien lantai bangunan” adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/blok peruntukan.
Yang dimaksud dengan “koefisien dasar bangunan” adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

Penetapan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, dan ketinggian bangunan gedung pada suatu lokasi sesuai ketentuan tata ruang dan diatur oleh Pemerintah Daerah melalui rencana tata bangunan dan lingkungan.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24
Persyaratan teknis yang dimaksudkan antara lain mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan.
Pasal 25
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana kota” adalah jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan air hujan dan drainase, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran, bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman dan pertamanan. 
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Persyaratan tata bangunan rumah susun, termasuk tata letak bangunan dengan memperhatikan penetapan batas pemilikan tanah bersama, segi kesehatan, pencahayaan, pertukaran udara, serta pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan penghuni, bangunan, dan lingkungannya.

Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai fungsi bangunan rumah susun.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ketentuan memenuhi persyaratan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penghuni rumah susun yang mampu mendukung keserasian lingkungan dan memberikan manfaat bagi penghuni atau bagi penggunanya.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ruangan yang layak” adalah memiliki setidaknya ruang tamu/keluarga, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya. 
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “kecukupan luas bangunan” adalah luas lantai per kapita yang diperlukan agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesehatan penghuni” adalah kecukupan ventilasi udara dan pencahayaan, serta penggunan material bahan bangunan yang ramah lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan ekologis” adalah berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun dengan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Persyaratan ekologis termasuk juga ketentuan untuk memenuhi analisis dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 33
Yang dimaksud dengan “analisis mengenai dampak lingkungan” mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.
Yang dimaksud dengan “analisis dampak lalu lintas” mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 34
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laik fungsi” adalah berfungsinya seluruh atau sebagian bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan rumah susun” adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana, sarana, dan utilitas umum yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman.

Yang dimaksud dengan “prasarana” antara lain: 

a. jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, pencegah perambatan kebakaran, serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur; dan

b. sistem sanitasi antara lain saluran air hujan, untuk pengaturan drainase dan pencegahan banjir setempat,  saluran air limbah/tangki septik dan tempat pembuangan sampah untuk mendukung kesehatan lingkungan dan tempat pembuangan sampah. 

Yang dimaksud dengan “sarana” antara lain: 

a. jaringan air minum/air bersih dan  kran-kran air;

b. sarana pelayanan penerangan antara lain listrik/energi;

c. pelayanan telekomunikasi antara lain telepon dan audio visual; dan 

d. tempat parkir kendaraan dan/atau penyimpanan barang
Yang dimaksud dengan “utilitas umum” adalah ruangan-ruangan dan/atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakukan kegiatan masyarakat, tempat bermain bagi anak-anak, dan kontak sosial lainnya.
Ayat (2)



Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1) 

Badan hukum asing yang melakukan pembangunan rumah susun melalui penanaman modal asing dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur usaha terbuka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Kepastian peruntukan ruang ditunjukan melalui blokplan ketetapan rencana kota dilengkapi dengan rencana tapak yang sudah disetujui Pemerintah Daerah dan rencana tata letak bangunan.
Huruf b

Kepastian hak atas tanah ditunjukkan melalui dokumen sertifikat kepemilikan tanah.
Huruf c

Kepastian status ditunjukan melalui bukti penguasaan sarusun.
Huruf d

Memiliki perizinan yang ditunjukan melalui dokumen antara lain meliputi:

a.
surat izin penunjukan penggunaan tanah;

b.
gambar rencana telah dinilai oleh tim penasehat arsitektur kota;  

c.
Izin Mendirikan Bangunan/Izin Membangun Prasarana.
Ayat (3)


Cukup jelas.

Ayat (4)

Segala sesuatu yang dijanjikan dalam media promosi, misalnya mengenai spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Yang dimaksud dengan ‘media promosi’ adalah seperti brosur, leaflet, iklan di media cetak dan/atau elektronik.
Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan, yang menimbulkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bagi pemiliknya.

Sertifikat hak kepemilikan atas sarusun kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijilid dalam satu sampul dokumen, yang merupakan alat bukti hak milik atas sarusun yang dimilikinya. Sertifikat hak kepimilikan atas sarusun tersebut harus sudah ada sebelum satuan-satuan rumah susun yang bersangkutan dapat dijual.

Pertelaan adalah gambar denah rumah susun yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang bersangkutan
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)


Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non hunian” adalah rumah susun yang mendukung fungsi permukiman dalam rangka menunjang kehidupan masyarakat, antara lain misalnya untuk tempat usaha, tempat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, perindustrian. 
Oleh karena itu, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan bagi keperluan lain di luar fungsi hunian. 
Huruf c


Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud “pihak” adalah pelaku penyelenggara rumah susun seperti investor di bidang properti.
Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)


Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a 
Yang dimaksudkan "pewarisan" adalah peralihan hak yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pewaris. 
Huruf b

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimaksudkan agar sarusun hanya dapat disewakan setelah jangka waktu tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pindah tempat tinggal” antara lain karena pindah domisili, mengalami perubahan taraf hidup, lokasi pekerjaan pindah, dan terkena pemutusan hubungan kerja.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)

Pemanfaatan rumah susun dinas oleh pejabat dan/atau pegawai negeri termasuk bagi keluarganya.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan orang asing yang kedudukannya di Indonesia memberikan manfaat pembangunan nasional dimaksudkan bahwa pemilikan rumah tempat tinggal hunian bagi orang asing tersebut tidak boleh dilihat semata-mata dari kepentingan orang asing yang bersangkutan, tetapi lebih dari itu orang asing tersebut di Indonesia memberikan manfaat berupa meningkatkan perekonomian nasional, alih ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)

Yang dimaksud “orang perseorangan” adalah pemilik bangunan rumah susun khusus.
Yang dimaksud “badan hukum” adalah instansi pemerintah atau swasta yang memiliki bangunan rumah susun.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masa transisi” adalah masa dimana sarusun belum seluruhnya terjual.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Ketentuan hak suara ini dimaksudkan agar dalam proses pengambilan keputusan yang mewakili kepentingan pemilik sarusun tidak didominasi oleh jumlah kepemilikan sarusun. Dengan demikian, akan tercipta proses pengambilan keputusan secara setara.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun” adalah dalam rangka pencadangan tanah untuk penerapan subsidi silang bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, juga ditujukan sebagai modal untuk cadangan tanah negara secara berkelanjutan. 

Pengadaaan tanah dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “para pemangku kepentingan” adalah termasuk masyarakat dan organisasi nirlaba.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Ayat (1)

Huruf a


Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan ”sumber-sumber pembiayaan lainnya” adalah sumber pembiayaan yang berasal dari orang perseorangan atau badan hukum dalam bentuk investasi pembangunan rumah susun.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong kegiatan investasi pembangunan rumah susun melalui kerja sama kemitraan antara pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain, sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DAS), daerah rawan bencana, daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.
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